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BAB 1
PENDAHULUAN

A Alasan Pemilihan Judul

Memasuki awal tahun 2002, kondisi perekonomian Indonesia masih tetap
dibayangi oleh situasi ketidakpastian. Sederetan kebijakan ekonomi dan politik telah
dilakukan pemerintah untuk dapat mengatasi keterpurukan ekonomi Indonesia yang
berkepanjangan. Namun hingga kini penguatan ekonomi masih terlihat samar-samar
dan hanya sedikit tanda-tanda yang signifikan, sebagai petunjuk ekonomi kita mulai
beranjak pulih secara fundamental.

Sektor perbankan yang merupakan jantungnya roda perekonomian,
tampaknya masih saja buram. Selama masa krisis, lembaga perbankan telah
menderita pukulan yang bertubi-tubi. Kondisi perbankan yang buruk, dengan modal
yang pada umumnya negatif, juga dengan ketidakstabilan kondisi keamanan,
menyebabkan sulitnya pelaksanaan pengembangan sektor riel di tengah masyarakat.
Kondisi tersebut mengakibafkan banyak pengusaha yang kesulitan mencari modal
untuk mengembangkan usahanya karena tingginya tingkat suku bunga perbankan.
Karena itu pemulihan terhadap lembaga perbankan akan sangat berpengaruh terhadap
upaya pemulihan ekonomi.

Oleh karena itulah, pembangunan kembali dunia perbankan ‘antara lain
melalui program rekapitaliéasi dan restrukturisasi yang dewasa ini dilaksanakan oleh
pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menduduki prioritas yang tinggi tanpa
mengecualikan pemecahan persoalan bangsa yang lain.

Pentingnya sektor jasa keuangan dalam perekonomian kiranya tidak dapat

diragukan lagi. Dalam dunia modern dewasa ini, kehidupan ekonomi tidak dapat



dilepaskan dari keberadaan serta peran penting sektor jasa keuangan pada umumnya
dan perbankan pada khususnya. Melalui sektor jasa keuangan inilah dana atau potensi
investasi yang ada pada masyarakat disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif,
sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. Selain itu lembaga perbankan
merupakan unsur pokok dari sistem pembayaran. Tanpa adanya sistem pembayaran
yang baik, kehidupan ekonomi modern yang kita kenal dewasa ini rasanya tidak dapat
terwujud.

Krisis perbankan nasional kiranya memberikan ibrah (pelajaran dan nasehat)
tentang perlunya segera dile;kukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem
perbankan konvensional. Juga tentang perlu diformulasikan dan disosialisasikannya
sistem perbankan alternatif yang dikelola secara amanah, halal, profesional dan
menguntungkan serta tegar dalam menghadapi krisis.

Ratusan tahun sudah perekonomian di dunia bahkan di Indonesia di dominasi
oleh lembaga keuangan dengan sistem bunga. Bagi umat Islam yang dalam
melaksanakan aktifitas kehidupan senantiasa dituntun oleh ketentuan-ketentuan
syari’ah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an dan Hadits, masalah bunga
dalam sistem perbankan tersebut telah menimbulkan polemik mengenail status
hukumnya, sehingga timbul berbagai pendapat mengenai hal itu. Lahir pula keragu-
raguan mengenai apakah bunga bank sama dengan riba ataukah tidak. Dalam pada
itu, umat Islam sementara waktu tidak terlepas dari transaksi-transaksi yang
berhubungan dengan perbankan yang memakai sistem bunga. |

Hal itu menimbulkan kekhawatiran umat Islam terhadap kemungkinan
perbuatan haram yang dilakukannya karena telah ikut memanfaatkan fasilitas

perbankan dengan sistem bunga, yang juga berarti telah mempraktekkan riba.




Sedangkan mengenai keharaman riba itu sendiri telah jelas tertuang dalam al-Qur’an

surat al-Baqarah ayat 275:
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Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... ... .

Disamping itu, perbankan yang memakai sistem bunga dirasakan tidak adil
dan adanya ekses-ekses negatif dari sistem bunga tersebut. Karena sistem bunga
secara tidak langsung telah menimbulkan inflasi dan perekonomian dengan biaya
tinggi.

Untuk menjawab semua keragu-raguan umat Islam akan perbuatan mereka
yang memakai sistem bunga dan dalam rangka memenuhi kebutuhan umat Islam
terhadap lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syari’at Islam. Muncullah
ide pendirian bank Islam yang beroperasi sesuai dengan syari’ah berdasarkan sistem
bagi hasil (profit loss sharing). “Pada tingkat internasional ide tersebut muncul pada
konferensi Negara-negara I‘slam se-dunia di Karachi (1970), yang kemudian
melahirkan Islamic Development Bank (IDB) yang secara resmi didirikan pada 20
Oktober 1975”.!

Di Indonesia, pendirian lembaga keuangan berbasis syari’ah dapat ditelusuri

jejaknya sejak tahun 1988, namun saat itu belum ada undang-undang yang

! Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), cet. ke-1. h.6




mendukung pendirian lembaga keuangan tersebut. Baru setelah adanya rekomendasi
lokakarya ulama tentang bank dan bunga bank, yang kemudian diikuti dengan
berlakunya UU. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, maka berdirilah Bank
Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan Bank Umum Syari’ah pertama yang
beroperasi di Indonesia. Pendirian BMI tersebut kemudian diikuti dengan lembaga
keuangan syari’ah yang lain seperti BPRS, BMT, Asuransi Syari’ah, dan lain
sebagainya. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut telah membawa angin segar bagi
masyarakat khususnya umat Islam dalam melakukan transaksi yang bebas dari bunga.
Lembaga ekonomi dan keuangan syari’ah tersebut memperkenalkan sistem bagi hasil
atau profit and loss sharing dalam kegiatan operasionalnya.

Sejak awal berdirinya sampai pada kondisi saat ini, pada saat lembaga
keuangan nasional maupun internasional yang memakai sistem bunga dalam
operasionalnya tidak dapat dliharapkan lagi, tidak demikian halnya dengan lembaga
ekonomi dan keuangan syari’ah (LEKS) yang beroperasi dengan sistem bagi hasil,
tetap dapat eksis dalam situasi krisis ekonomi, dikarenakan keunggulan dari sistem
bagi hasil yang diterapkan tidak terpengaruh dengan kebijakan suku bunga.

Dalam perkembangan LEKS lebih mendapat respon positif dari pemerintah,
hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1§98 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Secara legal
lembaga ekonomi dan keuangan syari’ah telah diakui sebagai sub sistem perbankan
nasional.?

Di samping itu pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi
masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan syari’ah, termasuk

pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang

2 Ibid., 1.250




khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari’ah yang semakin diminati
masyarakat. Sehingga bank konvensional dapat melebarkan sayapnya kepada bukan
saja kegiatan ekonomi berbasis bunga tetapi juga kegiatan ekonomi berba.sis syari’ah.

Pada saat ini, pengalaman pahit atas krisis ekonomi dan krisis-krisis yang
lainnya yang masih terasa sampai saat ini, merupakan pelajaran berharga yang
mengindikasikan bahwa pengelolaan ekonomi yang kurang transparan dan kurang
menciptakan tumbuhnya partisipasi rakyat banyak, hanya akan melahirkan
ketimpangan dalam penguasaan aset nasional oleh sekelompok masyarakat atau
group-group bisnis yang berskala besar.

Situasi yang tercipta dari sistem pembangunan ekonomi yang kurang berpihak
pada partisipasi masyarakat dan diselenggarakan dalam bentuk yang cenderung
monopolistik dan kolusif serta pengabaian pada pengembangan ekonomi rakyat, telah
mengharuskan bangsa Indonesia  untuk meninjau kembali langkah-langkah
penyelenggaraan ekonomi yang telah dilaksanakan selama ini.

Di antara kompleksnya persoalan internal yang harus segera diatasi,
nampaknya negara kita juga sedang dihimpit berbagai persoalan yang berkaitan
dengan keterbukaan pasar dunia. Pasar bebas akan membuat tingkat persaingan akan
semakin tajam dan persaingan demi persaingan tersebut telah siap menghadang dan
menempatkan kita pada posisi yang tidak menguntungkan. Padahal sampai saat ini
kita masih bergulat dan berusaha keras untuk keluar dari krisis ekénomi. Era
globalisasi ekonomi yang merupakan era penajaman daya saing bagi dunia usaha
sudah mulai mewarnai sebagian besar belahan dunia, di mana gelombang arus
perdagangan, investasi, modal, dan perubahan teknologi secara bebas bergerak ke

kawasan-kawasan yang menguntungkan secara ekonomis.




Dalam kondisi seperti saat ini, muncul beberapa gagasan pemikiran untuk
mereformasi secara nasional dunia usaha dengan pemberdayaan ekonomi rakyat
secara total yang berbasis pa&a usaha kecil-menengah dan koperasi. Sistem ekonomi
rakyat adalah membangun ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan peningkatan
partisipasi produktif masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Kesadaran perlunya kembali keberpihakan pada ekonomi rakyat telah mendapat
sambutan hangat dari masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari arah pémbangunan
ekonomi yang terlihat dari gebrakan yang difokuskan pada penguatan koperasi dan
usaha kecil-menengah.

Oleh karena itu krisis yang sedang terjadi saat ini tampaknya bisa dipandang
sebagai momentum untuk menata sistem ekonomi yang terlalu liberal dan kembali
pada perekonomian rakyat yang selama ini disisihkan, tetapi mampu bertahan dan
menjadi tulang punggung di tengah krisis ekonomi yang menggelembung menjadi
krisis multidimensional dan berkepanjangan. Bahkan pemberdayaan ekonomi rakyat
menjadi bagian sentral dari program reformasi ekonomi saat ini.

Karena itu, tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah
tidak hanya menanggulangi krisis ekonomi saja, tetapi juga merubah paradigma
pembangunan ekonomi konglomerasi menjadi ekonomi kerakyatan, dengan
memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada ekonomi rakyat. Terlebih lagi
dengan akan datangnya era pasar bebas yang juga harus diantisipasi agar
perekonomian kita tetap dapat bersaing dan bertahan.

Dalam hal ini termasuk di dalamnya penerapan sistem ekonomi yang
berlandaskan hukum Islam (ekonomi syari’ah) melalui lembaga alternatifnya yang
kini mulai dilirik oleh lembaga keuangan konvensional yang ternyata éukup tegar

dalam menghadapi badai krisis moneter selama ini. Ternyata kehadiran lembaga




ekonomi dan keuangan syari’ah seperti BPRS dan BMT yang merupakan bagian dari
lembaga keuangan yang berbasis syari’ah yang beroperasi di masyarélkat lapisan
bawah (grass root) dapat tumbuh dan berkembang dan kini semakin mendapat
perhatian di hati para pengusaha kecil dan menengah.

Oleh karenanya, eksistensi lembaga ekonomi dan keuangan syari’ah
khususnya BPRS dan BMT, dengan segala bentuk kegiatan usahanya yang telah ada
selama ini, .visi dan misiflya dalam upaya memberdayakan ekonomi rakyat,
menimbulkan daya tarik sendiri. Sehingga penulis menuangkannya dalam sebuah
tugas akademis sebagai syarat meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Syari’ah 11Q
Jakarta dengan judul “PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI’AH
(BPRS) DAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT”, dengan tujuan agar dapat
diperoleh atas fundamental syari’ah, hingga nantinya dapat dimanfaatkan dalam
rangka memperluas khasanah kajian mengenai lembaga ekonomi dan keuangan

syari’ah itu sendiri khususnya BPRS dan BMT.

B. Pembatashn dan Perumusan Masalah

Berbicara mengenai lembaga ekonomi dan keuangan, maka akan terbayang
suatu lembaga atau institusi yang berusaha untuk menghimpun dana dari masyarakat
dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Di
samping itu, lebih jauh akan tertuju pula mengenai aspek managerial, perundang-
undangan serta aspek operasionalnya, juga menyangkut posisi sentral sebuah lembaga
ekonomi dan keuangan dalam masyarakat.

Sungguh luas sekali pembahasan yang dapat diangkat dari suatu lembaga

ekonomi dan keuangan, terlebih lagi bila dikaitkan dengan kata Syari'ah, maka akan



bertambah pula bayangan yang dapat menimbulkan polemik pemahaman dan
pembahasan mengenai hal ter.sebut‘

Terlebih lagi ditambah ramainya perbankan yang merubah sistem
operasionalnya pada sistem bagi hasil yang sesuai dengan syari’at Islam, karena
lembaga seperti ini mampu tetap tegar bertahan di tengah krisis dibandingkan
lembaga ekonomi dan keuangan lain yang justru roboh dihempas badai krisis
moneter.

Oleh karena itu, penulis perlu membatasi pembahasan mengenai lembaga
ekonomi dan keuangan syari’ah khusus kepada peranan BPRS dan BMT dalam
permberdayaan ekonomi masyarakat serta pokok permasalahan yang terpaut di
didalamnya, dengan tujuan ‘agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan
gamblang dalam menguraikan masalah tersebut dalam penulisan skripsi ini.

Dengan demikian pokok masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:
1. Bagaimana latar belakang beroperasinya BPRS dan BMT di Indonesia ?
2. Apa tujuan didirikannya BPRS dan BMT ?
3. Produk-produk apa saja yang dikembangkan oleh BPRS dan BMT ?
4. Bagaimana peranan BPRS dan BMT dalam pemberdayaan ekonomi

masyarakat ?

C. Metode Pembahasan

Dalam menjawab beberapa pokok permasalahan di atas, penﬁlis
mengumpulkan bahan dari buku-buku, majalah, koran dan sumber literatur lainnya
yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan' demikian
pengumpulan data dalam skripsi ini dapat dikategorikan pada penelitian Fepustakaan

(library research).




Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pokok permasal.ahan, dalam
penulisan ini digunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode penelitian
untuk mendapatkan data kualitatif, artinga dan kualitatif yang diperoleh
dideskripsikan untuk akhirnya ditarik kesimpulan.

Adapun mengenai teknik penulisannya, penulis merujuk pada buku Pedoman
Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang dikeluarkan oleh IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta cetakan kedua tahun 1992. Namun pada penulisan skripsi ini,
nantinya ada beberapa pengecualian yaitu:

1. Kutipan ayat al Qur’an tidak diberikan catatan kaki, karena dianggap cukup

dengan menyebutkan nama dan nomor surat pada akhir kutipan.

2. Terjemah al Qur’an dan Hadits diketik satu spasi dengan diberi tanda petik di

awal dan di akhir kalimat.

3. Dalam daftar kepustakaan, al Qur’an ditempatkan pada urutan pertama

sebagai penghormatan kepada kitab suci dan sesuai dengan ketinggian dan

keagungannya sebagai sumber hukum yang pertama.

D. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi terdiri dari empat bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub
pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut: .

Bab I Pendahuluan yang berisi Alasan Memilih Judul, Pembatasan dan
Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Pembahasan,
Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) dan Baitul
Maal Wat Tamwil (BMT) yang berisi Tinjauan Umum BPRS dan Tinjauan Umum
BMT. '
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Bab III Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui BPRS dan BMT
yang mencakup Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peranan BPRS dan BMT.

Bab IV Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.




BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

a. Berdirinya BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah di Indonesia

dilatarbelakangi oleh keinginan kuat dari sebagian umat Islam agar bisa
bermuamalat sesuai dengan tuntutan syari’ah Islam, terlebih lagi yang
berhubungan dengan dunia perbankan yang selama ini masih
menggunakan sistem bunga. Kehadiran BPRS juga sebagai langkah aktif
umat Islam dalam memanfaatkan peluang untuk mendirikan Bank
Perkreditan Rakyat yang bebas dari bunga dan diganti dengan sistem bagi

hasil, melalui berbagai paket kebijakan keuangan, moneter dan perbankan.

 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) hadir untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat lapis bawah terhadap sistem pendanaan yang dapat
memberikan bantuan modal untuk meningkatkan produktifitas usaha
mereka, disamping itu juga munculnya BMT  sebagai upaya untuk
memenuhi keterbatasan pelayanan lembaga perbankan yang ada selama
ini yang belum atau bahkan tidak sama sekali mampu menjangkau

kebutuhan masyarakat lapis bawah terhadap akses permodalan.

2. BPRS dan BMT sebagai lembaga ekonomi dan keuangan syariah bertujuan

untuk meningkatkan® taraf hidup kesejahteraan umat Islam dari jurang
kemiskinan, juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan
penataan pendapatan melalui jalur investasi serta penciptaan peluang dengan
memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif berdasarkan

prinsip kemitraan dan terciptanya kemandirian berusaha. BPRS dan BMT
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pada sisi yang lain keberadaannya juga bertujuan untuk membebaskan umat

Islam dari belenggu dan cengkeraman para rentenir.

3. a. BPRS sebagai bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil, kegiatan
usahanya antara lain menghimpun dana berupa simpanan amanah,
tabungan dan deposito dari masyarakat dan menyalurkannya kembali
dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah seperti pembiayaan
Mdsyarakah, Mudlarabah, Bai’ Bitsaman Ajil dan produk pembiayaan
lainnya yang sesuai dengan prinsip syari’ah dan peraturan yang berlaku
bagi BPRS. Kegiatan usaha BPRS yang lain adalah menerimé simpanan
ZIS yang digunakan sebagai pembiayaan kebajikan.

B. BMT yang merupakan ekonomi mikro yang di kembangkan untuk
membantu masyarakat lapis bawah, kegiatan usahanya antara lain
menghimpun dana masyarakat berupa tabungan Wadli'ah dan simpanan
Mudlarabah haji dan lain sebagainya. Kemudian BMT mengalokasikan
kembali dana yang terkumpul ke sektor-sektor usaha produktif dalam
bentuk pembiayaar; seperti pembiayaan Musyarakah, Mudlarabah dan lain
sebagainya. Seperti halnya BPRS, BMT juga mengembangkan pembiayaan
kebajikan dalam bentuk pembiayaan al-Qardlul-Hasan yang diberikan atas
dasar kewajiban sosial (Social Oriented).

4. Kehadiran BPRS dan BMT mempunyai peranan yang sangat vital dalam
upaya peningkatan produktifitas usaha masyarakat kecil dan lapis bawah.
Dalam hal ini secara konkrit BPRS dan BMT memberikan berbagai bentuk
pelayanan pembiayaan pada kegiatan usaha yang bersifat produktif. BPRS dan
BMT juga memberikan pelatihan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha

yang dikelola oleh masyarakat yang pembiayaannya diperoleh dari BPRS dan
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BMT. Dengan demikian peran BPRS dan BMT dalam pemberdayaan ekonomi
masyarakat tidak hanya memberikan bantuan modal saja namun juga berupaya
untuk meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat bagi pengembangan
dan kemajuan kegiatan usaha agar lebih produktif.

B. Saran

1. Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan keberadaan BPRS serta
pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. BMT sebagai
pengejawantahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi
khususnya masyarakat usaha kecil dan lapis bawah.

2. Bahwa pengembangan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan satu
Bank Syari’ah (BMI), beberapa jumlah BPRS dan BMT. Jumlah lembaga
ekonomi dan keuangan syari’ah paling tidak harus sama dengan jumlah
lembaga lembaga keuangan konvensional agar pelayanan yang diberikan lebih
luas lagi dan mencakup seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu.di perlukan
kerjasama secara sinergis semua potensi dan kegiatan umat dengan
menumbuhkan kesadaran dan komitmen mereka untuk mengembangkan

ekonomi umat.
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